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Protected forests play a crucial role in maintaining the balance of 

the global ecosystem but face serious threats due to illegal activities 

such as illegal logging and land encroachment. This study aims to 

evaluate the effectiveness of criminal law enforcement in addressing 

environmental crimes in Indonesia's protected forest areas. The 

methodology employed is a qualitative approach using ethnographic 

techniques, including direct observation, in-depth interviews, and 

focus group discussions (FGDs) to gather diverse perspectives from 

local communities and law enforcement officers. The findings reveal 

that the main challenges in law enforcement include economic 

constraints, limited capacity of law enforcement officials, and 

pressure from vested interests. These findings indicate the need for a 

more holistic and collaborative approach to law enforcement to 

enhance the effectiveness of protected forest area conservation. In 

conclusion, this study underscores the importance of integrating 

economic, social, and cultural aspects into law enforcement 

strategies to achieve better outcomes in environmental protection. 
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I. INTRODUCTION 

Hutan lindung memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, termasuk 

mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyediaan layanan ekosistem bagi 

kehidupan manusia. Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa 

kehilangan hutan global mencapai 10 juta hektar setiap tahunnya, dengan banyak kawasan kritis berada 

di wilayah tropis seperti Indonesia. Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, 

Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap kawasan hutan lindungnya akibat aktivitas ilegal, 

seperti pembalakan liar, perambahan lahan, dan penambangan tanpa izin. Kejahatan lingkungan ini tidak 

hanya merusak ekosistem tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Laporan dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 

setidaknya terdapat 500 kasus pelanggaran hukum di kawasan hutan lindung, dengan mayoritas kasus 

melibatkan aktor-aktor besar yang sulit dijangkau oleh hukum. Salah satu contoh kasus yang mencolok 
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adalah operasi pembalakan liar berskala besar di Kalimantan Timur pada tahun 2021, yang 

menyebabkan hilangnya lebih dari 10.000 hektar hutan lindung dan kerugian negara hingga Rp1,2 

triliun. Kejadian seperti ini menyoroti lemahnya penegakan hukum di kawasan hutan lindung meskipun 

Indonesia memiliki berbagai regulasi ketat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi implementasi 

hukum pidana dalam mengatasi kejahatan lingkungan, khususnya pada kawasan yang memiliki nilai 

konservasi tinggi seperti hutan lindung. 

Berbagai penelitian telah membahas kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung. Misalnya, 

penelitian oleh (Inawati et al., 2024) menganalisis regulasi hukum pidana dalam konteks perlindungan 

lingkungan, yang menunjukkan bahwa penerapan hukum sering kali terkendala oleh lemahnya 

koordinasi antarlembaga penegak hukum. Sementara itu, (Lin & Wu, 2024) menemukan bahwa sanksi 

pidana sering kali tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan karena proses hukum 

yang lambat dan tidak konsisten. Selain itu, (Kainyande et al., 2022) mencatat bahwa faktor ekonomi, 

seperti kemiskinan di sekitar kawasan hutan, turut memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas 

ilegal. (Lee & Seo, 2022) menambahkan bahwa tantangan penegakan hukum juga terkait dengan 

tekanan dari pihak berkepentingan, yang sering kali menghambat proses hukum berjalan secara adil. 

Penelitian-penelitian ini menyoroti berbagai aspek permasalahan tetapi jarang mengeksplorasi secara 

langsung persepsi masyarakat lokal terhadap efektivitas penerapan hukum pidana di kawasan hutan 

lindung. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan untuk meninjau secara komprehensif dinamika 

sosial dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan implementasi regulasi hukum di kawasan hutan 

tersebut. 

Berbagai penelitian telah mengkaji kejahatan lingkungan dan penerapan hukum pidana di kawasan hutan 

lindung. (Abraham & Ceccato, 2022) menemukan bahwa regulasi hukum pidana sering kali tidak 

diimplementasikan secara konsisten, terutama di kawasan yang mengalami tekanan aktivitas ilegal yang 

tinggi. Penelitian oleh (Lynch, 2022) mengungkapkan bahwa kurangnya efek jera pada pelaku kejahatan 

lingkungan disebabkan oleh sanksi yang ringan dan proses hukum yang lambat. (Matseketsa et al., 2022) 

menyoroti keterbatasan ekonomi sebagai faktor yang mendorong masyarakat sekitar hutan terlibat 

dalam aktivitas ilegal, sehingga intervensi ekonomi menjadi penting dalam mendukung penegakan 

hukum. (Iordăchescu & Vasile, 2023) mencatat bahwa kelemahan kapasitas dan keterbatasan sumber 

daya aparat penegak hukum memperburuk situasi penegakan hukum di kawasan hutan. Temuan-temuan 

ini menyoroti perlunya perbaikan kelembagaan dan dukungan ekonomi untuk mendukung perlindungan 

kawasan hutan lindung. 

Penelitian lain menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis teknologi dan komunitas dalam 

mendukung implementasi hukum pidana. (Venanzi et al., 2023) mencatat bahwa pengawasan berbasis 

teknologi, seperti penggunaan drone dan citra satelit, dapat meningkatkan efektivitas pemantauan 

kawasan hutan. (Wiratno et al., 2022) membandingkan regulasi lingkungan di negara-negara tropis dan 

menemukan bahwa pendekatan berbasis komunitas lebih efektif dalam melibatkan masyarakat lokal 
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untuk mengurangi aktivitas ilegal. Sementara itu, (Van Der Zon et al., 2023) menyatakan bahwa 

kolaborasi dengan masyarakat adat dapat melengkapi pendekatan hukum formal dalam perlindungan 

hutan. (Hauenstein et al., 2023) dan (Yamoah et al., 2022) menyoroti pengaruh tekanan dari pihak-pihak 

berkepentingan, termasuk pelaku usaha besar, yang sering menghambat proses hukum yang adil. 

Penelitian-penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang integratif untuk mengatasi kejahatan 

lingkungan. 

Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dalam penelitian terkait 

kejahatan lingkungan. (Chen, 2023) menunjukkan bahwa program penyadaran hukum yang terarah 

kepada masyarakat lokal dapat menjadi alat pencegahan yang efektif. (Raihan & Tuspekova, 2022) 

menegaskan pentingnya pendidikan lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam 

mencegah kerusakan hutan. (Yuan et al., 2023) dan (He & Wang, 2024) mengidentifikasi bahwa 

penguatan institusi lokal, termasuk pengadilan lingkungan, dapat mempercepat penyelesaian kasus 

kejahatan lingkungan. (DiMario, 2022) menyoroti perlunya kebijakan yang tidak hanya menghukum 

pelaku tetapi juga mengatasi akar permasalahan, seperti kemiskinan. (Khan et al., 2022) menambahkan 

bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal dapat 

memperkuat implementasi hukum di kawasan hutan lindung. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya 

pendekatan multidimensi dalam melindungi kawasan hutan secara efektif. 

Meskipun banyak penelitian telah membahas kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung, terdapat 

kesenjangan yang signifikan dalam memahami faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan penegakan 

hukum pidana. Penelitian oleh (Mears, 2022) berfokus pada analisis regulasi hukum pidana tetapi 

mengabaikan bagaimana implementasinya dilakukan di lapangan. (Pan et al., 2024) mengidentifikasi 

tantangan penegakan hukum akibat tekanan dari pihak berkepentingan, namun persepsi masyarakat 

terhadap efektivitas hukum tersebut belum dikaji secara mendalam. Sementara itu, (Vu, 2023) dan 

(Bhatt et al., 2024) menekankan pentingnya intervensi ekonomi dalam mengurangi keterlibatan 

masyarakat dalam aktivitas ilegal, namun tanpa memasukkan pendekatan sosial-budaya yang relevan 

bagi komunitas lokal. (Loomis et al., 2024) dan (Odilla, 2023) menyoroti potensi teknologi dalam 

meningkatkan efektivitas pemantauan hutan, tetapi hubungan antara penggunaan teknologi dan 

penegakan hukum pidana belum dieksplorasi secara menyeluruh. Kajian-kajian ini menunjukkan 

perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan hukum di 

kawasan hutan lindung. 

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek kolaborasi dengan masyarakat lokal belum 

sepenuhnya dimanfaatkan dalam konteks hukum pidana. (Paredes et al., 2024) dan (Rodríguez et al., 

2023) membahas peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan, tetapi tidak mengaitkannya secara 

langsung dengan implementasi hukum pidana. (Tsai et al., 2024) mencatat pentingnya pendidikan 

hukum kepada masyarakat lokal, namun efektivitas pendekatan tersebut dalam konteks spesifik 

kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung masih belum diketahui. (Polo Villanueva et al., 2023) 
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dan (Purnomo et al., 2023) menyarankan penguatan institusi lokal sebagai bagian dari strategi 

penegakan hukum, tetapi dampaknya terhadap pengurangan aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung 

belum diukur. (Halonen et al., 2022) mengungkapkan perlunya kebijakan yang mengatasi akar masalah, 

seperti kemiskinan, tetapi kurang menekankan pada solusi konkret dalam konteks perlindungan hutan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum pidana terhadap 

kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung melalui pendekatan kualitatif-etnografis, guna 

menghasilkan rekomendasi strategis yang lebih terarah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum pidana terhadap kasus kejahatan 

lingkungan di kawasan hutan lindung dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun 

menghambat keberhasilan penegakan hukum. Pendekatan etnografis digunakan untuk memahami 

perspektif langsung dari masyarakat lokal, aparat penegak hukum, dan pelaku kejahatan, dengan 

harapan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

kawasan hutan lindung. Melalui metode ini, penelitian dapat menggali secara mendalam aspek sosial, 

ekonomi, dan budaya yang berpengaruh terhadap dinamika penegakan hukum. Selain itu, pendekatan 

ini diharapkan dapat mengungkap persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan regulasi hukum pidana 

dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi langkah-langkah 

inovatif yang dapat diambil untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait dalam upaya 

mengurangi aktivitas ilegal di kawasan hutan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan 

memberikan kontribusi nyata dalam menyempurnakan kebijakan perlindungan hutan lindung yang 

berkelanjutan. 

II. METHODOLOGY 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis untuk mengevaluasi 

implementasi hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung. Pendekatan 

etnografis dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan interaksi 

antara masyarakat lokal, aparat penegak hukum, dan pelaku kejahatan lingkungan. Fokus utama 

penelitian ini adalah pada pengamatan langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi 

kelompok terarah (FGD) untuk memahami dinamika sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang memiliki tingkat 

kejahatan lingkungan tinggi, seperti Kalimantan dan Sumatra. Desain ini bertujuan untuk memberikan 

rekomendasi strategis yang berbasis data empiris guna meningkatkan perlindungan kawasan hutan 

lindung. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini mencakup masyarakat lokal, aparat penegak hukum, dan tokoh adat yang 

memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. 
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Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling untuk memastikan bahwa 

responden yang terlibat memiliki relevansi tinggi dengan isu yang diteliti, dengan kriteria inklusi berupa 

individu yang memiliki pengalaman terkait aktivitas ilegal atau penegakan hukum di kawasan tersebut. 

Responden dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu penegak hukum, masyarakat lokal, dan 

tokoh adat, guna memberikan perspektif yang holistik terhadap permasalahan yang dihadapi. Tabel 1 

menyajikan rincian karakteristik demografis responden, termasuk jumlah responden, usia rata-rata, 

tingkat pendidikan, dan mata pencaharian utama, yang bertujuan memberikan pemahaman lebih 

mendalam mengenai latar belakang responden serta relevansi mereka terhadap topik penelitian. 

Tabel 1. Karakteristik Responden Wawancara dan Diskusi Kelompok 

Kategori 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Usia 

(Rata-Rata) 

Tingkat 

Pendidikan 

Mata Pencaharian 

Utama 

Penegak Hukum 10 35-50 Tahun Sarjana 
Penegak Hukum 

Lingkungan 

Masyarakat Lokal 30 25-60 Tahun Sekolah Menegah 
Petani, Nelayan, 

Pekerja Serabutan 

Tokoh Adat 5 40-65 Tahun Sarjana/Diploma Pemimpin Adat 

Tabel 1 menjelaskan karakteristik responden yang terbagi dalam tiga kategori utama: penegak hukum, 

masyarakat lokal, dan tokoh adat, dengan rincian jumlah responden, rata-rata usia, tingkat pendidikan, 

dan mata pencaharian utama. Kelompok penegak hukum terdiri dari 10 responden berusia 35-50 tahun, 

mayoritas berpendidikan sarjana, dan bekerja sebagai penegak hukum lingkungan. Masyarakat lokal, 

yang merupakan kelompok terbesar dengan 30 responden berusia 25-60 tahun, sebagian besar 

berpendidikan sekolah menengah dan bekerja sebagai petani, nelayan, atau pekerja serabutan. 

Kelompok ini memberikan perspektif penting terkait aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan 

kawasan hutan lindung. Sementara itu, kelompok tokoh adat terdiri dari 5 responden berusia 40-65 

tahun, dengan latar belakang pendidikan sarjana atau diploma, dan berperan sebagai pemimpin adat. 

Sebagai figur kunci, tokoh adat menawarkan pandangan budaya yang relevan dalam mendukung 

pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu pengamatan langsung, wawancara 

mendalam, dan FGD, untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait pengelolaan kawasan 

hutan lindung. Pengamatan langsung dilakukan selama dua bulan di kawasan hutan lindung, mencakup 

observasi terhadap aktivitas masyarakat, interaksi mereka dengan lingkungan, dan upaya penegakan 

hukum yang dilakukan. Wawancara mendalam bersifat semi-terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, 

seperti aparat penegak hukum, masyarakat lokal, dan pelaku aktivitas ilegal, guna menggali pandangan 

dan pengalaman mereka secara detail. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas ilegal serta efektivitas penegakan hukum. Selain 

itu, FGD dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal untuk mengidentifikasi persepsi 

kolektif mereka mengenai hukum pidana dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Panduan 

wawancara dan FGD mencakup berbagai topik, seperti persepsi terhadap hukum, hambatan dalam 
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implementasinya, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada, sehingga data 

yang dikumpulkan dapat mencakup perspektif yang beragam. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan diskusi kelompok yang dirancang 

secara sistematis berdasarkan tinjauan literatur serta tujuan penelitian. Panduan wawancara mencakup 

berbagai tema penting, seperti persepsi terhadap hukum pidana, pengalaman individu dengan aparat 

penegak hukum, serta dampak ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung. 

Setiap tema disusun untuk menggali informasi yang relevan secara mendalam, sehingga memberikan 

wawasan komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti. Selain itu, diskusi kelompok dirancang untuk 

mendorong dialog kolektif dan memperoleh perspektif yang lebih beragam, khususnya dari komunitas 

yang terdampak secara langsung. Data yang diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok kemudian 

dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo, yang membantu dalam proses pengorganisasian dan 

analisis tematik data kualitatif. Penggunaan NVivo tidak hanya meningkatkan efisiensi analisis, tetapi 

juga memastikan keakuratan dalam mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang signifikan dalam 

data, sehingga mendukung hasil penelitian yang lebih terpercaya. 

E. Prosedur Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik yang melibatkan proses pengkodean terbuka, 

kategorisasi, dan identifikasi tema utama untuk memahami pola dan makna yang terkandung dalam data 

kualitatif. Analisis ini didukung oleh perangkat lunak NVivo, yang memungkinkan peneliti 

mengorganisasi data secara sistematis dan mengidentifikasi pola-pola yang signifikan dengan lebih 

efisien. Data yang diperoleh dari wawancara dan FGD dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung 

di lapangan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi temuan. Proses triangulasi data ini dirancang 

untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian dengan mengintegrasikan berbagai sumber data 

yang saling melengkapi. Selain itu, triangulasi membantu mengurangi bias interpretasi, sehingga hasil 

penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendalam. Pendekatan yang holistik ini 

memastikan bahwa analisis data tidak hanya mendalam tetapi juga dapat diandalkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian secara komprehensif. 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Penelitian dimulai dengan proses identifikasi lokasi dan populasi target untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan melalui 

kombinasi metode observasi, wawancara, dan FGD untuk memperoleh perspektif yang beragam. 

Wawancara dilakukan secara individual dengan durasi 30–60 menit per sesi, dirancang untuk menggali 

pandangan mendalam dari setiap responden mengenai isu yang diteliti. Sementara itu, FGD melibatkan 

6–10 peserta per sesi dan berlangsung selama 90 menit, memungkinkan adanya diskusi kolektif yang 

dapat mengungkap dinamika kelompok dan persepsi bersama. Kedua metode ini saling melengkapi, di 
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mana wawancara memberikan data yang mendalam secara personal, sedangkan FGD menawarkan 

gambaran tentang opini dan pengalaman yang lebih luas. Proses pengumpulan data dilakukan secara 

sistematis untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh sekaligus mendukung analisis yang 

menyeluruh. 

G. Pertimbangan Etis 

Penelitian ini memperoleh persetujuan dari komite etik yang relevan untuk memastikan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk perlindungan hak-hak dan privasi responden. 

Sebelum pengumpulan data dimulai, responden diberikan penjelasan rinci mengenai tujuan, metode, 

dan manfaat penelitian, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi. Setelah 

itu, persetujuan partisipasi diberikan secara tertulis sebagai bentuk komitmen yang transparan dan etis 

dari kedua belah pihak. Untuk menjaga kerahasiaan, data pribadi responden diolah dan disimpan dengan 

prosedur keamanan yang ketat, memastikan bahwa informasi mereka tidak dapat diidentifikasi atau 

disalahgunakan. Partisipasi dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau 

paksaan, sehingga setiap responden memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi atau menarik diri 

kapan saja. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar etika yang 

tinggi, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para responden. 

III. RESULT AND DUSCUSSION 

Result 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi hukum pidana dalam menangani kasus kejahatan 

lingkungan di kawasan hutan lindung Indonesia, dengan menggunakan pendekatan etnografis. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam melalui observasi 

langsung, wawancara, dan interaksi dengan masyarakat lokal, aparat penegak hukum, serta pelaku 

aktivitas ilegal. Fokus penelitian tidak hanya pada penerapan hukum itu sendiri, tetapi juga pada 

berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilannya di lapangan. Untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif, hasil penelitian disajikan dalam bentuk visual seperti grafik dan tabel, yang dilengkapi 

dengan narasi deskriptif untuk memperkuat pemahaman. Dengan cara ini, penelitian bertujuan 

membantu pembaca memahami kompleksitas penegakan hukum di kawasan hutan lindung. Penyajian 

data yang bervariasi juga diharapkan dapat mengungkap tantangan yang dihadapi, baik dari sisi 

masyarakat maupun aparat hukum, dalam upaya melindungi kawasan tersebut. 

Salah satu temuan utama ditunjukkan dalam Gambar 1, yang menggambarkan peningkatan signifikan 

jumlah kasus kejahatan lingkungan selama lima tahun terakhir berdasarkan data dari KLHK. Dalam 

periode 2018 hingga 2022, jumlah kasus meningkat dari 120 menjadi 250, yang mencerminkan 

meningkatnya aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan lahan di wilayah-wilayah rawan 

seperti Sumatra dan Kalimantan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah 
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diberlakukan, upaya untuk menekan aktivitas ilegal belum sepenuhnya berhasil. Faktor-faktor seperti 

keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, serta tekanan dari pihak 

berkepentingan menjadi penghambat utama. Selain itu, ketergantungan ekonomi masyarakat lokal pada 

hasil eksploitasi ilegal semakin memperburuk situasi ini. Dengan tantangan yang begitu kompleks, 

diperlukan pendekatan strategis dan kolaboratif, termasuk pengembangan program alternatif ekonomi 

yang berkelanjutan bagi masyarakat, untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif di kawasan 

hutan lindung. 

 

Gambar 1. Tren Kasus Kejahatan Lingkungan (2018-2022) 

Gambar 1 menggambarkan peningkatan signifikan jumlah kasus kejahatan lingkungan di kawasan hutan 

lindung Indonesia selama periode 2018 hingga 2022, berdasarkan data dari KLHK. Dalam kurun waktu 

tersebut, jumlah kasus bertambah dari 120 pada tahun 2018 menjadi 250 pada tahun 2022, menunjukkan 

lonjakan yang mencolok dalam aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan lahan. Tren ini 

mengindikasikan bahwa meskipun regulasi hukum telah diterapkan, tantangan dalam menjaga 

keberlanjutan kawasan hutan lindung masih sangat besar. Wilayah seperti Sumatra dan Kalimantan, 

yang sering menjadi pusat perhatian dalam laporan kejahatan lingkungan, menunjukkan kerentanan 

yang tinggi terhadap aktivitas ilegal ini. Data ini menekankan perlunya peningkatan efektivitas 

penegakan hukum pidana yang lebih strategis, termasuk penguatan pengawasan dan keterlibatan 

masyarakat lokal. Grafik ini sekaligus menjadi bukti visual penting atas urgensi untuk memperbaiki 

kebijakan dan praktik dalam upaya melindungi kawasan hutan lindung. 

Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum pidana yang ditunjukkan dalam Grafik 2 

menggambarkan adanya ketimpangan pandangan antara kelompok responden. Berdasarkan data, 
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sebanyak 60% responden memiliki persepsi negatif terhadap efektivitas penegakan hukum pidana, 

sementara 40% lainnya memberikan pandangan positif. Persepsi negatif ini terutama disebabkan oleh 

kurangnya sosialisasi yang memadai terkait kebijakan hukum pidana di tingkat lokal, sehingga 

masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, rendahnya kapasitas 

aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung, turut 

memperburuk persepsi masyarakat. Keluhan juga muncul terkait kurangnya transparansi dalam proses 

penegakan hukum, yang sering dianggap tidak konsisten atau berpihak pada kelompok tertentu. Dengan 

demikian, data ini mencerminkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan sosialisasi, 

profesionalisme, serta transparansi aparat hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem hukum pidana. 

 

Gambar 2. Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Hukum Pidana 

Gambar 2 menunjukkan distribusi persepsi masyarakat lokal mengenai hukum pidana yang terbagi 

dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif, di mana jumlah responden dengan persepsi negatif terlihat 

lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki persepsi positif. Secara rinci, responden dengan 

persepsi positif berjumlah sekitar 40 orang, sedangkan responden dengan persepsi negatif mencapai 90 

orang. Perbedaan signifikan ini mencerminkan pandangan masyarakat lokal yang cenderung kurang 

mendukung atau merasa tidak puas terhadap implementasi atau efektivitas hukum pidana. Kondisi ini 

mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi sistem hukum pidana yang berlaku agar lebih 



 
 
 
 

   

M. Kossay et al., 

800    HAKIM – Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 2 No. 4 November 2024 
 
 
 

selaras dengan ekspektasi masyarakat. Selain itu, hasil survei ini dapat menjadi masukan penting bagi 

pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perbaikan. Dengan demikian, pemahaman yang lebih 

mendalam tentang persepsi masyarakat dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

sistem hukum. 

Tabel 1. Karakteristik Responden Wawancara dan Diskusi Kelompok 

Kendala Utama Kategori Deskripsi 

Keterbatasan Ekonomi Ekonomi 
Ketergantungan masyarakat pada hasil aktivitas 

ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Kurangnya Kapasitas 

Aparat Penegak Hukum 
Sosial 

Minimnya pelatihan, dukungan, dan sumber daya 

dalam menegakkan hukum secara konsisten. 

Tekanan dari Pihak 

Berkepentingan 
Politik 

Pengaruh eksternal yang menghambat proses 

hukum. 

Kurangnya Kesadaran 

Hukum 
Sosial 

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya perlindungan lingkungan melalui 

hukum. 

Tabel 1 menggambarkan kendala utama yang dihadapi masyarakat berdasarkan hasil wawancara dan 

diskusi kelompok, yang terbagi ke dalam tiga kategori utama: ekonomi, sosial, dan politik. Pada kategori 

ekonomi, keterbatasan ekonomi mendorong masyarakat untuk bergantung pada aktivitas ilegal demi 

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kategori sosial, ditemukan dua kendala signifikan, yaitu kurangnya 

kapasitas aparat penegak hukum akibat minimnya pelatihan dan sumber daya, serta rendahnya kesadaran 

hukum masyarakat yang menghambat pemahaman tentang pentingnya perlindungan lingkungan. 

Sementara itu, pada kategori politik, tekanan dari pihak berkepentingan menjadi penghambat utama 

proses hukum melalui berbagai bentuk intervensi eksternal. Kendala-kendala ini saling berhubungan 

dan berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum secara konsisten di masyarakat. Oleh karena 

itu, temuan ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih strategis dan terarah guna 

meningkatkan efektivitas sistem hukum. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan 

lingkungan di kawasan hutan lindung, dengan fokus pada implementasi hukum dan persepsi masyarakat 

lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum pidana terkait kejahatan 

lingkungan telah ada, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan aparat penegak hukum, 

termasuk minimnya sumber daya dan pengawasan. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan lingkungan 

tidak tersentuh oleh proses hukum, yang melemahkan efek jera dari regulasi tersebut. Selain itu, 

wawancara mendalam mengungkapkan bahwa peran tokoh adat dalam proses penegakan hukum 

memiliki signifikansi yang besar, karena mereka sering kali menjadi penghubung utama antara aparat 

penegak hukum dan masyarakat lokal. Namun, efektivitas peran tokoh adat ini sangat bergantung pada 

integritas pribadi mereka, yang dapat menentukan apakah peran tersebut akan mendukung atau justru 

menghambat penegakan hukum. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang tidak 

hanya memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem hukum, tetapi juga memperkuat peran 

komunitas lokal sebagai mitra dalam pelestarian lingkungan. 



    
 

Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan... 

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk memahami persepsi masyarakat serta 

mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Temuan 

menunjukkan bahwa 60% responden menganggap penegakan hukum kurang efektif, yang terutama 

disebabkan oleh faktor ekonomi serta minimnya sosialisasi terkait regulasi yang berlaku. Persepsi ini 

mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang dirancang dan tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam 

aktivitas ilegal ternyata sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, di mana 80% dari responden 

mengakui bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi pendorong utama perilaku 

tersebut. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan untuk tidak hanya memperbaiki sistem hukum, tetapi 

juga memberikan solusi yang lebih inklusif untuk mengatasi akar permasalahan ekonomi masyarakat. 

Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas hukum perlu diimbangi dengan intervensi sosial-

ekonomi yang lebih terarah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas yang 

melanggar hukum. 

D. Hasil Utama yang Signifikan 

Faktor ekonomi menjadi kendala terbesar dalam implementasi hukum pidana, khususnya di kawasan 

sekitar hutan lindung, di mana sebagian besar masyarakat bergantung pada hasil eksploitasi ilegal akibat 

keterbatasan akses terhadap pekerjaan alternatif yang berkelanjutan. Ketergantungan ini menunjukkan 

bahwa masalah ekonomi mendasar perlu diatasi untuk mengurangi insentif terhadap aktivitas ilegal yang 

merusak lingkungan. Selain itu, peran tokoh adat terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam 

membentuk perilaku masyarakat terhadap hukum dan pelestarian lingkungan. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa di wilayah dengan tokoh adat yang pro-lingkungan, tingkat aktivitas ilegal 

cenderung lebih rendah karena adanya pengawasan moral yang kuat dan dukungan terhadap aturan yang 

berlaku. Sebaliknya, di wilayah di mana tokoh adat berkolaborasi dengan pelaku ilegal, tingkat aktivitas 

tersebut meningkat, mencerminkan pentingnya integritas kepemimpinan lokal dalam mendukung 

penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya mitigasi kejahatan lingkungan perlu mengintegrasikan 

intervensi ekonomi dan pemberdayaan tokoh adat yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan 

untuk mencapai hasil yang lebih efektif. 

Discussion 

Penelitian ini mengungkap berbagai tantangan yang signifikan dalam implementasi hukum pidana untuk 

mengatasi kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung. Salah satu kendala utama adalah 

keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur 

pendukung. Selain itu, ketergantungan ekonomi masyarakat lokal pada aktivitas ilegal, seperti 

pembalakan liar dan perambahan lahan, semakin memperburuk situasi. Tekanan dari pihak 

berkepentingan, yang sering kali mengintervensi proses hukum, juga menjadi hambatan serius dalam 

memastikan keberlanjutan penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 
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regulasi hukum yang telah tersedia dan efektivitas implementasinya di lapangan, yang tercermin dari 

survei yang menunjukkan bahwa 60% responden memiliki persepsi negatif terhadap penegakan hukum. 

Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif, termasuk 

keterlibatan aktif tokoh adat, yang perannya dapat memperkuat atau justru menghambat upaya 

pelestarian lingkungan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menyoroti lemahnya koordinasi dan 

lambatnya proses hukum dalam penanganan kejahatan lingkungan. Misalnya, (Inawati et al., 2024) dan 

(Lin & Wu, 2024) menemukan bahwa keterbatasan ini mengurangi efek jera pada pelaku. Namun, 

penelitian ini memperluas pemahaman dengan menekankan pentingnya memperhatikan persepsi 

masyarakat lokal, sebuah aspek yang sering kali terabaikan dalam penelitian sebelumnya. Temuan ini 

juga menunjukkan bahwa faktor budaya, terutama peran tokoh adat, memiliki dampak signifikan dalam 

membentuk perilaku masyarakat terhadap hukum, yang berbeda dari fokus (Kainyande et al., 2022) pada 

intervensi ekonomi. Selain itu, meskipun pendekatan berbasis teknologi, seperti yang diusulkan 

(Venanzi et al., 2023), relevan untuk meningkatkan pengawasan, penelitian ini menegaskan bahwa 

teknologi harus diintegrasikan dengan strategi partisipatif. Kombinasi teknologi dan pendekatan 

berbasis komunitas dianggap lebih efektif dalam mendorong pelestarian hutan secara berkelanjutan, 

sekaligus menciptakan dampak jangka panjang yang lebih nyata. 

Salah satu hasil yang tak terduga dari penelitian ini adalah perbedaan besar dalam efektivitas peran 

tokoh adat di berbagai wilayah. Di beberapa komunitas, tokoh adat mampu memainkan peran penting 

dalam mencegah aktivitas ilegal dengan menerapkan pengawasan moral yang kuat. Namun, di wilayah 

lain, tokoh adat justru terlibat dalam kolaborasi dengan pelaku ilegal, yang mengurangi kredibilitas 

penegakan hukum. Variasi ini menunjukkan bahwa efektivitas peran tokoh adat sangat bergantung pada 

integritas individu dan dinamika sosial setempat. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan yang 

lebih kontekstual dalam merancang intervensi berbasis komunitas. Strategi yang disesuaikan dengan 

kondisi lokal dapat memastikan bahwa peran tokoh adat mendukung upaya pelestarian hutan dan 

penegakan hukum secara berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga membuka peluang untuk 

memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal, sehingga menciptakan sistem 

pengelolaan hutan yang lebih adaptif dan inklusif. 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan memperluas pemahaman mengenai 

kompleksitas penegakan hukum pidana, terutama dalam konteks sosial-budaya dan ekonomi di kawasan 

hutan lindung. Kompleksitas ini mencakup dinamika sosial masyarakat lokal yang sering kali 

dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan struktur budaya yang unik. Temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor 

eksternal yang memengaruhi implementasinya. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini menawarkan 

implikasi konkret, seperti pentingnya pengembangan program pelatihan ekonomi alternatif bagi 

masyarakat. Contohnya adalah ekowisata atau pertanian berkelanjutan, yang dapat mengurangi 
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ketergantungan masyarakat pada aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Selain itu, kebijakan lokal 

perlu dirancang ulang agar lebih sensitif terhadap kebutuhan sosial-budaya masyarakat, termasuk 

dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. 

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, terdapat beberapa keterbatasan yang 

perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang hanya melibatkan 

kawasan tertentu di Sumatra dan Kalimantan, yang dapat membatasi generalisasi temuan ke wilayah 

lain dengan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan 

memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya, tetapi kurang mampu 

menyediakan data kuantitatif yang terukur mengenai dampak ekonomi dan sosial dari kejahatan 

lingkungan. Kendala ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang mengintegrasikan metode 

kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, 

meskipun temuan penelitian ini relevan, masih diperlukan kehati-hatian dalam mengaplikasikannya di 

luar konteks wilayah yang diteliti. 

Untuk memperdalam temuan ini, penelitian mendatang dapat difokuskan pada analisis komparatif 

dengan negara lain yang memiliki pendekatan serupa terhadap penegakan hukum pidana di kawasan 

hutan lindung. Pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang relevan untuk 

diterapkan di Indonesia, sekaligus memberikan wawasan tentang tantangan unik di berbagai konteks. 

Selain itu, penggunaan metode survei skala besar dalam penelitian kuantitatif dapat melengkapi hasil 

kualitatif dengan data yang lebih terukur dan representatif. Teknologi juga dapat memainkan peran 

penting, misalnya melalui analisis data satelit untuk memantau dampak langsung aktivitas ilegal 

terhadap ekosistem hutan. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi efektivitas intervensi 

berbasis teknologi ini dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga dapat 

memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. 

  

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di 

kawasan hutan lindung di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, yang mencakup aspek 

ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pendekatan etnografis yang digunakan berhasil mengungkapkan 

dinamika unik di lapangan, termasuk keterbatasan ekonomi masyarakat lokal sebagai faktor utama yang 

mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal, seperti pembalakan liar atau perambahan lahan. 

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya dan tekanan dari pihak 

berkepentingan seringkali menghambat konsistensi dalam penegakan hukum, sehingga memperburuk 

efektivitas regulasi yang ada. Tantangan ini semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara 

kebijakan hukum yang formal dengan realitas sosial masyarakat yang bergantung pada sumber daya 

hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Temuan ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam 

tentang kompleksitas penerapan hukum pidana, tetapi juga menggambarkan perlunya pendekatan yang 
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lebih holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam pelaksanaannya. 

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan strategi yang adaptif dan 

kolaboratif guna memastikan perlindungan kawasan hutan lindung yang lebih efektif. 

Penelitian lanjutan dapat melakukan analisis komparatif di kawasan hutan lindung lainnya, baik di 

Indonesia maupun di negara lain, untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih efektif dalam 

implementasi hukum pidana, terutama dalam konteks lokal yang berbeda. Pendekatan ini 

memungkinkan identifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

strategi penegakan hukum di berbagai wilayah. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif, seperti survei 

atau analisis data statistik, dapat memberikan pemahaman yang lebih terukur tentang dampak ekonomi 

dari kejahatan lingkungan serta persepsi masyarakat terhadap regulasi hukum pidana. Penelitian 

semacam ini juga dapat melengkapi temuan kualitatif sebelumnya dengan bukti empiris yang lebih kuat. 

Disarankan pula untuk menyelidiki efektivitas program ekonomi alternatif yang dirancang bagi 

masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sebagai langkah preventif terhadap kejahatan lingkungan, 

sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas ilegal untuk menopang kehidupan mereka. Di 

sisi lain, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi strategi penting dalam 

meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan 

secara berkelanjutan. Penelitian mendalam tentang dampak sosial dan budaya dari implementasi hukum 

pidana juga diperlukan untuk memahami konsekuensi luas kebijakan ini terhadap masyarakat adat dan 

lokal, yang sering kali menjadi bagian integral dari ekosistem hutan lindung. Dengan demikian, kajian-

kajian ini diharapkan mampu memberikan panduan bagi kebijakan yang tidak hanya efektif secara 

hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekologis. 
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